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RINGKASAN

Sektor pertambangan mineral dan batubara memainkan peran krusial dalam
perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan
negara, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan daerah, namun juga
menghadirkan tantangan dalam hal keberlanjutan lingkungan, sosial, dan tata
kelola pemerintahan daerah. Sejak diberlakukannya UU No. 3/2020 yang
mengalihkan kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan dari pemerintah
daerah ke pemerintah pusat, muncul perdebatan mengenai rasionalitas politik
hukum di balik kebijakan tersebut, yang bertujuan meningkatkan efektivitas
pengawasan, mengurangi praktik korupsi, dan mendorong investasi terstruktur,
tetapi berpotensi mengabaikan semangat otonomi daerah, hak masyarakat adat,
dan perlindungan lingkungan lokal. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini
bertujuan untuk mengidentifikasi politik hukum ketentuan pengalihan
kewenangan perizinan pertambangan serta menganalisis rasio logis di balik
penyerahan kewenangan itu kepada pemerintah pusat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan tipe deskriptif-
analitis, yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan
termasuk UU No. 3/2020, UU 23/2014, PP No. 96/2021, dan Perpres No. 55/2022
serta putusan Mahkamah Konstitusi dan literatur akademik terkait politik hukum
dan otonomi daerah. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan kepustakaan,
kemudian dianalisis dengan menerapkan teori politik hukum, teori otonomi
daerah, dan teori perizinan untuk menilai kesesuaian kebijakan pengalihan
kewenangan dengan prinsip akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, eksternalitas, dan
kepentingan strategis nasional.

Temuan pertama menunjukkan bahwa perubahan kewenangan perizinan
pertambangan dalam UU No. 3/2020 mencerminkan pergeseran politik hukum
dari model desentralisasi atribusi di mana provinsi dan kabupaten/kota memiliki
wewenang asli menerbitkan IUP dan IPR menuju model sentralisasi delegasi yang
menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas utama. Meskipun delegasi
terbatas kepada provinsi dimaksudkan untuk menyederhanakan prosedur,
memperkuat pengawasan, dan menjamin kepastian hukum melalui sistem
perizinan online terintegrasi, langkah ini mengikis esensi otonomi daerah sesuai



Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 dan UU 23/2014, mengurangi peran kabupaten/kota,
serta menimbulkan risiko konflik kepentingan, tumpang tindih kebijakan, dan
minimnya partisipasi publik.

Temuan kedua mengungkapkan bahwa rasio logis pengalihan kewenangan
perizinan kepada pemerintah pusat didasari kebutuhan untuk menciptakan
standarisasi, konsistensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya
mineral dan batubara secara nasional. Dengan memusatkan keputusan strategis
mulai dari penetapan kebijakan, standar perizinan, hingga pengawasan pemerintah
pusat dapat meminimalkan disparitas interpretasi dan praktik korupsi, sementara
pendelegasian terbatas kepada provinsi untuk aspek teknis operasional (pemberian
sertifikat standar, IUP, IPR, pembinaan, dan pengawasan lapangan) tetap
mempertahankan responsivitas lokal. Mekanisme pelaporan dan evaluasi berkala
dalam Perpres No. 55/2022 memperkuat komitmen pusat untuk membina dan
mengoreksi pelaksanaan di daerah, sehingga sistem perizinan menjadi terintegrasi,
transparan, dan mendukung optimalisasi nilai tambah nasional.
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ABSTRAK

Kata Kunci: Politik Hukum, Pertambangan, Otonomi Daerah, Perizinan,
Pengalihan Kewenang

Penelitian ini membahas dinamika kebijakan pengalihan kewenangan perizinan
pertambangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat berdasarkan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tujuan utama dari
penelitian ini adalah untuk menganalisis rasionalitas dan implikasi politik hukum
dari kebijakan pengalihan tersebut dalam konteks otonomi daerah, kepastian
hukum, perlindungan lingkungan, dan ekonomi lokal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik
pengumpulan data berbasis studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif
terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta literatur yang
relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan kewenangan perizinan
pertambangan ke pemerintah pusat memiliki dasar hukum yang kuat dan
ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan mendorong investasi
yang lebih baik. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan sejumlah tantangan,
seperti berkurangnya peran dan pendapatan asli daerah, lemahnya pengawasan
lingkungan, dan potensi ketidaksesuaian dengan semangat otonomi daerah. Oleh
karena itu, diperlukan evaluasi dan reformulasi kebijakan agar keseimbangan
antara kepentingan nasional dan lokal dapat terjaga secara adil dan berkelanjutan.
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ABSTRACT

Keywords: Legal Politics, Mining, Regional Autonomy, Licensing, Authority
Transfer

This research discusses the dynamics of the policy on the transfer of mining
permit authority from regional to central government based on Law Number 3 of
2020 concerning the Amendment to Law Number 4 of 2009 on Mineral and Coal
Mining. The main objective is to analyze the rationality and legal politics
implications of this transfer policy in the context of regional autonomy, legal
certainty, environmental protection, and local economic impact.Z

This study applies a normative juridical approach with data collected through
literature study. The data were qualitatively analyzed based on relevant laws,
legal documents, and academic literature.

The research results indicate that the transfer of mining licensing authority to the
central government has a strong legal foundation and aims to improve regulatory
effectiveness and attract better investment. However, the policy also raises several
issues, such as the diminished role and revenue of regional governments,
weakened environmental oversight, and potential conflicts with the principle of
regional autonomy. Therefore, policy evaluation and reformulation are necessary
to maintain a fair and sustainable balance between national and local interests.
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